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ABSTRACT 
 
The case of trafficking and exploitation on children has become significant problems  in Indonesia. The 
news released by KPAI in 2012, for instance, concluding that the number of trafficking and exploitation 
on children is slightly high. Furthermore, the police of West Kalimantan has displayed 14 cases of human 
trafficking and arrested 20 perpretrators from January to September 2016, while some of the victims are 
children. Moreover, the writer has interviewed some children in Pontianak City that work as maids, 
polishers, newspaper sellers, street singers, beggars, and so forth, that is caused by economic reason. 
Besides, the children trafficking and exploitation could be grouped as a humanity crime. Therefore, the 
writer has an interest to analyse this case related to human rights and Islamic point of view.  
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PENDAHULUAN 
Kemiskinan adalah potret buram bangsa ini. Presiden RI ke-6 RI menyebutkan angka 
kemiskinan Indonesia sekarang masih relatif tinggi. Berdasarkan catatan BPS yang ia kutip, 
jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 adalah 27,76 juta jiwa atau 10,7 
persen dari total penduduk Indonesia (Kompas, http://regional.kompas.com 
/read/2017/06/14/11024111/sby.angka.kemiskinan.indonesia.relatif.cukup.tinggi.). Padahal Agustus 
2017, bangsa ini memperingati ulang tahun kemerdekaannya yang ke 72. Sebuah usia yang tidak 
muda lagi untuk sebuah bangsa yang merdeka. Sementara, salah satu indikator dari kemerdekaan 
adalah rakyat terbebas dari kemiskinan (Syamsul Kurniawan, 2017: 105). 
Kemiskinan mempunyai arti yang sangat kompleks. Secara umum, yang dimaksud dengan 
kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok 
orang, di luar keinginan yang bersangkutan, sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan 
kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang 
kompleks. Atau bisa juga diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi dan sanitasi (Syamsul 
Kurniawan, 2017: 124-125).51 
Salah satu dampak dari keadaan miskin atau kemiskinan adalah perdagangan dan 
eksploitasi anak. Keterjerumusan sebuah keluarga dalam lingkaran kemiskinan menjadi sebab 
                                                          
51 Bandingkan dengan pengertian dalam Kamud Besar Bahasa Indonesia, yang berarti tidak berharta 
benda atau keadaan serba kekurangan (Depdiknas, 2013: 921). Pengertian ini mempunyai sinonim dengan kata 
fakir. Bandingkan pula dengan pengertian dalam Lisan al-Arab, yang membedakan pengertian antara miskin 
dan fakir. Menurut Lisan al-Arab, kondisi miskin masih lebih baik daripada kondisi fakir. Fakir bisa diartikan 
dengan keadaan tidak memiliki apapun, sedangkan miskin masih memiliki harta (Ibn al-Manzhur, 1992). 
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utama anak dijadikan mesin ATM bagi keluarganya.52Pada konteks ini, perdagangan dan 
eksploitasi anak adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap hak anak. 
KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus perdagangan dan eksploitasi anak 
yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon relatif tinggi. Maraknya 
kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak (child trafficking) belum optimalnya upaya 
perlindungan anak dilakukan. Kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada 
kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus 
di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara sumber, 
transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan 
prostitusi dan ekpolitasi terhadap anak. Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin 
beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-
tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan 
lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan (KPAI, 
http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-
perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/). 
Data Polda Kalbar, pada tahun 2016 Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menangani 
sebanyak 14 kasus tindak pidana perdagangan manusia dan menahan sebanyak 20 tersangka, 
sejak Januari hingga September 2016.Beberapa di antara kasus yang ada, mencakup kasus 
perdagangan anak. Maraknya tindak pidana tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 
antaranya karena letak geografi Kalbar yang memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga 
Sarawak, Malaysia Timur, yakni perbatasan darat sepanjang 857 kilometer dengan 52 jalan 
setapak (jalan tidak resmi) yang bisa menghubungkan 32 kampung di Malaysia. Kemudian, 
terbukanya jalur jalan dari kabupaten dan kota se-Kalbar ke Sarawak Malaysia, dan Brunai 
Darusalam, dan adanya oknum penyalur jasa tenaga kerja Indonesia yang tidak berizin, dengan 
modus menjanjikan gaji yang besar di negara tujuan. Serta menjanjikan dipekerjakan sebagai 
pelayan toko, restauran dan sebagainya, padahal kenyataannya bertolak belakang dengan janji-
janjinya. Serta mudahnya oknum mengeluarkan KTP untuk mendapatkan paspor, karena dari 
pengakuan korban bahwa semua surat menyurat untuk mendapatkan itu, diurus oleh para pelaku 
tindak kejahatan perdagangan manusia tersebut (https://kalbar.antaranews.com/berita/343070/polda-
kalbar-tangani-14-kasus-perdagangan-orang). 
Kaitannya dengan ini penulis juga melakukan wawancara pada sejumlah anak di Kota 
Pontianak yang bekerja, sebagai pembantu rumah tangga, penyemir sepatu, penjual koran, 
pengamen, termasuk pengemis, umumnya mengatakan bekerja atas alasan ekonomi. Seperti 
Yuyun (14 tahun),53 menjadi pembantu rumah tangga atas alasan ekonomi. Demikian pula 
Ahmad (10 tahun) dan teman-temannya54 yang menawarkan jasa semir sepatu, mengatakan untuk 
melakukan pekerjaan tersebut untuk uang sekolah. Pantauan penulis, anak-anak usia sekolah yang 
menawarkan jasa menyemir sepatu relatif mudah dijumpai pada beberapa tempat warung kopi di 
Kota Pontianak. Demikian pula pedagang koran, pengamen, pengemis, dan lain-lain.  
Perdagangan dan eksploitasi anak, hingga hari ini menjadi isu paling hangat dan semakin 
luas dibicarakan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Perdagangan dan eksploitasi 
anak merupakan jenis kekerasan terhadap kemanusiaan yang amat kompleks, dan kejahatan yang 
sangat mengerikan. Tidak heran kalau banyak orang yang menyebutnya sebagai perbudakan 
modern. Perdagangan dan eksploitasi anak merupakankejahatan kemanusiaan yang tidak dapat 
ditolerir. Kemunculannya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, karena terlanggarnya 
hak-hak asasi manusia, antara lain: hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 
                                                          
52 Anak dalam pengertian UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), adalah 
mereka yang berusia seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
53 Nama disamarkan atas alasan etis. 
54 Nama disamarkan atas alasan etis. 
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tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dengan kedudukan yang sama di hadapan 
hukum, dan lain sebagainya. 
Fokus tulisan ini adalah perampasan hak-hak anak korban perdagangan dan eksploitasi 
anak yang ditelaah dari sudut pandang HAM dan Islam. Signifikansinya adalah untuk 
memperoleh pandangan HAM dan Islam tentang perampasan hak-hak anak korban kasus 
perdagangan dan eksploitasi. 
 
ANAK DAN HAK-HAKNYAMENURUT HAM DAN ISLAM 
Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya 
manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang 
berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang 
utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang 
sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam 
merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak 
tumbuh dan berkembang secara baik, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga 
yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat 
menikmati hidup secara layak, dan lain sebagainya. 
Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. 
Pengertian kelompok yang rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-
undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang 
menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam 
Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang 
rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan 
penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Referencedisebutkan, bahwa yang tergolong 
ke dalam kelompok rentan adalah: Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, 
Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women (Willem van Genugten J.M (ed), 1994: 73). 
Pengakuan keberadaan anak sebagai subyek HAM (Hak Asasi Manusia) yang sui 
generis(rights holders as sui generis) hakikatnya telah disepakati melalui pengesahan Konvensi Hak-hak 
Anak (Convention on the Rights of the Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan 
menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai 
mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini 
telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. 
Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, 
Pemerintah Indonesia telah pula mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam 
undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. 
Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 
18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang 
masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi hak-hak Anak, negara mempunyai 
konsekuensi : 
1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak. 
2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak. 
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun. 
 
Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam empat kategori, 
yaitu : 
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1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak 
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. 
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang 
layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. 
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi 
anak. 
 
Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, 
diantaranya ; 
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia 
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; 
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang 
Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak; 
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak; 
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga; 
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang; 
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
12. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) 
 
Dalam Islam, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut 
disyukuri (Imran Siswadi, Al-Mawarid, Volume XI, Nomor 2, September-Januari 2011, hlm. 
225).Seorang anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi(Mangun Budiyanto, Raheema, Volume 1, Nomor 1, 
2014).  
Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk kepada pengertian 
“anak”, antara lain kata “al-walad” atau “al-aulad” (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, 
QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), “al-ibnu” atau “al-banun” (seperti 
yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), “al-ghulam” 
(seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam 
hadits-hadits Nabi, istilah al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al-banin, dan al-ghulam sering 
digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan 
istilah lain seperti “at-thiflu”. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, 
bersabda:“anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga”. Adanya ayat-ayat al-Qur‘an dan al-Hadits yang 
berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits 
Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak.  
Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik 
untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan (Mangun Budiyanto, 
Raheema, Volume 1, Nomor 1, 2014). Menurut Islam, hak-hak yang harus diperoleh anak, antara 
lain: 
 
 
RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak 113
   
 
 
 
 
No Hak Anak Dasar  
1 Hak untuk hidup dan tumbuh 
berkembang 
x QS. An-Nisa’: 29 
x QS. Al-An’am: 151 
x QS Al-An’am: 151  
2 Hak mendapatkan perlindungan 
dan penjagaan dari siksa api 
neraka 
x QS At-Tahrim: 6  
 
3 Hak mendapatkan nafkah dan 
kesejahteraan 
x QS Al-Baqarah: 233 
x “Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-
nyiakan orang yang dibawah tanggungan 
(nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud). 
4 Hak mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran 
x QS At-Tahrim: 6 
x “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban 
orangtua, adalah mengajarnya menulis, 
memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali 
yang halal lagi baik.”(Umar bin Khattab dalam 
Abu Tauhied, 1990: 3) 
5 Hak mendapatkan keadilan dan 
persamaan derajat 
x Sebuah hadits dari Nu’man bin Basyir yang 
mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi 
saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai 
pemberian yang telah diberikan ayahnya 
kepadanya. Nabi bersabda:“Apakah engkau 
lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” 
Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah 
kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara 
anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali 
pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim). 
6 Hak mendapatkan cinta kasih x Dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. 
mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping 
beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: 
“Aku punya 10 oranganak, namun aku belum 
pernah mencium seorangpun dari mereka! 
Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata 
sambil memandang dia.“Barangsiapa yang tidak 
mengasihi, iapun tidakakan dikasihi”.(HR 
Bukhari-Muslim) 
7 Hak untuk bermain x "Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah 
mainan dan membawanya pulang untuk anak-
anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat 
memberi sedekah kepada sekelompok orang 
yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan 
hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan 
kemudian baru yang laki-laki.”(Hadits Sharif). 
Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh 
ajaran Islam yang boleh dikatakan juga sejalan dengan amanah hak asasi manusia. 
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PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK MENURUT HAM DAN ISLAM 
Perdagangan dan eksploitasi anak dapat dikatakan merupakan jenis kekerasan terhadap 
kemanusiaan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai perbudakan modern. Perdagangan anak di 
sini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (vide; Pasal 1 angka 1 
UU 21 2007).  
Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 4 tegas mengatakan 
perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Selain dalam ketentuan 
Pasal 4 UDHR, pelarangan perdagangan manusia yang dianggap sebagai pelanggaran HAM juga 
termuat dalam Pasal 8 ICCPR yang intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh 
diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun 
boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Konvenan-konvenan 
internasional juga dengan tegas menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah sebuah 
pelanggaran HAM yang oleh karena itu tindakan tersebut sangat dilarang keras. Berangkat dari 
hal tersebut pemerintah meratifikasi beberapa konvenan internasional yang salah satunya ialah 
ICCPR, ICESCR dan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime.  
Kaitannya dengan kasus perdagangan anak Negara wajib memberikan perlindungan 
terhadap anak baik bantuan hukum maupun bantuan dalam bentuk apapun terkait dengan 
perlindungan dan hak-hak mereka. Pasal 18 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainya yang terkait 
dengan perlindungan anak. Anak yang menjadi korban perdagangan manusia tidak sedikit yang 
tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual maka dari itu Negara dan lembaga Negara 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus sesuai ketentuan 
Pasal 59 UU 23 2002.Adapun ketentuan pidana mengenai perdagangan anak ini terdapat dalam 
297 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan tersebut menyebutkan 
perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Perdagangan anakyang dilakukan 
dengan cara membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah NKRI dengan maksud di 
eksploitasi dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 . Ketentuan pidana 
ini terdapat dalam Pasal 4 UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional dan nasional dari analisa kasus di atas kita 
dapat menyepakati bahwa perdagangan anak adalah tindakan yang melanggar HAM.  
Bagaimana dengan eksploitasi anak di mana anak-anak dipaksa atau terpaksa bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya?. Berkaitan dengan masalah pekerja anak, pemerintah 
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tentang Pengakhiran Bentuk Bentuk Terburuk Pekerja 
Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 
182 Concerning The Prohibition  and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour 
(Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak” 
mengandung pengertian (Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (Ed.), 1997: 425): 
1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan 
perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib 
kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam 
konflik bersenjata; 
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, 
atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; 
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3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk 
produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional 
yang relevan; 
4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan 
kesehatan, atau moral anak-anak. 
 
Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi mengenai usia minimum anak diperbolehkan 
bekerja, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum 
untuk Diperbolehkan Bekerja). Sebelumnya, dalam Konvensi No. 5 Tahun 1919 mengenai Usia 
Minimum untuk sektor Industri, Konvensi No. 7 Tahun 1920 mengenai Usia Minimum untuk 
Sektor Kelautan, Konvensi No. 10 Tahun 1921 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Agraria, 
dan Konvensi No. 33 Tahun 1932 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Non Industri, 
menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja 14 (empat belas) tahun. Selanjutnya Konvensi 
No. 58 Tahun 1936 mengenai Usia Minimum untuk Kelautan, Konvensi No. 59 Tahun 1937 
mengenai Usia Minimum untuk Sektor Industri, Konvensi No. 60 Tahun 1937 mengenai Usia 
Minimum untuk Sektor Non Industri, dan Konvensi No. 112 Tahun 1959 mengenai Usia 
Minimum untuk Pelaut, mengubah usia minimum untuk bekerja menjadi 15 (lima belas) tahun. 
Dalam penerapan berbagai Konvensi tersebut di atas di banyak negara masih ditemukan berbagai 
bentuk penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja. Oleh karena itu ILO merasa perlu 
menyusun dan mengesahkan konvensi yang secara khusus mempertegas batas usia minimum 
untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. 
Perlindungan HAM anak secara kelembagaan juga telah diurus khusus oleh kementerian 
yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menangani masalah anak yaitu Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tugasnya melakukan 
sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka 
perlindungan anak. 
Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, 
perdagangan anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Berdasarkan 
telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga 
prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa :  
 
“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami 
sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. 
Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang 
lain?. Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. 
Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking atau perdagangan 
manusia dalam arti yang lebih umum.” 
 
Manusia adalah makhluk Allah Swt yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali 
dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan 
berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak 
dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, 
maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual 
belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka. 
Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk diperdagangkan(human 
trafficking), seperti anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau 
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dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual 
untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari’ah dan norma-norma yang 
berlaku (‘urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut bersetatus Hur 
(merdeka). 
Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang menjual 
manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat.  
 
Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla 
berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; 
pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: 
seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: 
seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu 
akan tetapi dia tidak membayar upahnya. (HR Bukhari)  
 
Dalam ajaran Islam, anak tidak saja merupakan anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah 
yang tidak seharusnya dieksploitasi. Menyuruh anak untuk bekerja, sama saja berarti 
mengekploitasi hak-hak tumbuh kembang mereka. Islam memandang bahwa Anak memiliki hak 
tumbuh kembang dan hak hidup yang mendasar yang harus dilindungi. 
“Muliakandantumbuhkembangkananak-anakmudenganbaik.Sesungguhnyaanak-
anakmumerupakankaruniabagimu” (HR. IbnuMajah). 
Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah bathin, termasuk 
didalamnya adalah memberikan perlindung dari berbagai bahaya dan yang membuat mereka 
menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah 
satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini sekaligus bukti betapa 
Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia. 
 
PENUTUP 
Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari 
masih adanya anak-anak yang diperdagangkan, mengalami kekerasan, eksploitasi dan 
diskriminasi. Hal yang menarik perhatian adalah pelanggaran Hak Asasi yang menyangkut 
masalah perdagangan dan eksploitasi anak dengan menyuruhnya bekerja. Masalah perdagangan 
dan eksploitasi anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan 
karena kecuali terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, juga menyangkut 
persoalan pemahaman agama masing-masing keluarga. 
Fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin, anak dijadikan suatu obyek 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, anak disuruh bekerja sebagai pembantu, di 
jalanan sebagai pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan anak tersebut 
menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak-anak tersebut bisa dimanfaatkan oleh 
orang-orang dewasa yang bisa menjadikan mereka suatu alat untuk dijadikan sasaran pelampiasan 
kemarahan dan bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi. 
Sebagaimana hasil telaah penulis dari berbagai sumber menyetujui bahwa kasus 
perdagangan dan eksploitasi anak amat dikejam, baik menurut Hak Asasi Manusia (HAM) 
maupun ajaran agama terutama Islam. Perdagangan dan eksploitasi anak dapat dikatakan 
merupakan jenis kekerasan terhadap kemanusiaan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai 
perbudakan modern.*** 
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